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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji keabsahan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam 

tugas perlindungan jaksa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, 

dengan menempatkannya dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) 

menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Analisis ini berangkat dari desain 

ketatanegaraan pascareformasi yang secara tegas memisahkan fungsi pertahanan 

negara dan keamanan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode hukum 

normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual untuk menilai apakah perlindungan jaksa memenuhi parameter OMSP, 

khususnya terkait karakter ancaman, dasar kewenangan hukum, mekanisme kendali 

sipil, serta prinsip temporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ancaman terhadap 

jaksa pada umumnya bersifat kriminal dan individual, berada dalam ranah penegakan 

hukum, sehingga tidak mencapai ambang ancaman luar biasa yang dapat 

membenarkan pelibatan militer. Selain itu, artikel ini menegaskan bahwa Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2025 berpotensi melampaui batas kewenangan delegatif 

karena secara substantif memperluas peran TNI di luar koridor yang ditetapkan 

undang-undang. Perluasan tersebut mengaburkan batas konstitusional antara fungsi 

pertahanan dan keamanan domestik serta berisiko melemahkan prinsip supremasi 

sipil dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, pelibatan TNI dalam 

perlindungan jaksa tidak ditopang oleh dasar normatif yang memadai dan berpotensi 

menimbulkan penyimpangan dalam tata kelola hubungan sipil militer di Indonesia. 

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Perlindungan Jaksa, OMSP, Supremasi 

Sipil, Negara Hukum 
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ABSTRACT 

This study examines the legitimacy of the involvement of the Indonesian National 

Armed Forces (TNI) in the protection of prosecutors under Presidential Regulation 

No. 66 of 2025, placing it within the framework of Military Operations Other Than 

War (OMSP) under Law No. 3 of 2025. This analysis departs from the post-reform 

constitutional design that explicitly separates the functions of national defense and 

domestic security. This research uses normative legal methods with a statutory and 

conceptual approach to assess whether the protection of prosecutors meets the 

parameters of OMSP, particularly regarding the character of the threat, the basis of 

legal authority, civilian control mechanisms, and the principle of temporality. The 

results of the study indicate that threats against prosecutors are generally criminal 

and individual in nature, falling within the realm of law enforcement, and therefore 

do not reach the threshold of extraordinary threats that could justify military 

involvement. Furthermore, this article asserts that Presidential Regulation No. 66 of 

2025 has the potential to exceed the limits of delegative authority because it 

substantively expands the role of the TNI beyond the corridors established by law. 

This expansion blurs the constitutional boundaries between defense and domestic 

security functions and risks weakening the principle of civilian supremacy in a 

democratic state governed by law. Thus, the involvement of the TNI in protecting 

prosecutors is not supported by an adequate normative basis and has the potential to 

give rise to deviations in the governance of civil-military relations in Indonesia. 

Keywords: Indonesian National Armed Forces, Prosecutor's Protection, OMSP, Civil 

Supremacy, Rule of Law 
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